
 

 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 
NOMOR 16 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN 

DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penanaman modal 

dan percepatan berusaha, perlu menerapkan 

pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara 

elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Pendelegasian Wewenang  Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Bandung dianggap sudah tidak 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian 

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Bandung; 

 

 

 

SALINAN 
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Mengingat   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan 

Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 90); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan berusaha (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1956); 

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 934); 

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 935); 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

29/PERMENTAN/PP.210/ 7/2018 tentang Tata Cara 

Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);   

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 882);   

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor 

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);   

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang 

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 917);   

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);  
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17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.26/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018  

tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Kerja 

Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam 

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);   

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 

2018 tentang Angka Pengenal Impor (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);   

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 

Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 937);   

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

938);   

21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1022);   

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 

2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

Sektor Perhubungan di Bidang Darat; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015 

Nomor 12); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018); 

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 

tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 

2018 Nomor 75); 
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 26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018 

Nomor 110). 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan     : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 

WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP 

Daerah. 

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 

disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi 

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk 

pelayanan melalui satu pintu di Daerah. 

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
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yang menjadi kewenangan Presiden yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 

dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat. 

8. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan 

Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang 

merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 

diperbolehkannya orang, perseorangan atau badan 

hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

9. Non izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan 

Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang 

merupakan bukti legalitas atas sahnya sesuatu atas 

kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti 

legalitas 

persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau 

pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti 

legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau 

sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan 

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat 

OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada 

Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang 

terintegrasi. 

13. Sabilulungan Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang 

selanjutnya disingkat SAMIRINDU adalah aplikasi 

layanan online perizinan dan non perizinan melalui 

pemanfaatan teknologi informasi. 

14. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan 

Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan 

tanggung jawab dan tanggung gugat beralih 

sepenuhnya kepada penerima delegasi. 
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Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

memberikan kepastian hukum terhadap tugas, 

kewajiban, hak dan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 

termasuk penandatanganannya. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan. 
 

 

BAB II 

PENDELEGASIAN WEWENANG  

Pasal 3 

 

Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala 
DPMPTSP. 

 
 

Pasal 4 
 
 

(1) Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang 

didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran I 

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan 

ketentuan : 

a. Pelayanan perizinan berusaha sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, 

diselenggarakan melalui sistem OSS; 

b. Pelayanan pemenuhan komitmen atas penerbitan 

izin berusaha melalui sistem OSS sebagaimana 

dimaksud pada poin a diselenggarakan melalui 

aplikasi SAMIRINDU yang terintegrasi dengan Sistem 

OSS; dan 
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c. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak 

tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, 
diselenggarakan secara bertahap melalui aplikasi 

SAMIRINDU. 

 
 

Pasal 5 

Tata Cara Pemberian perizinan dan nonperizinan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 6 

 

(1) Teknis serah terima pendelegasian wewenang 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan dilaksanakan melalui Berita Acara antara 

Kepala Perangkat Daerah terkait dengan Kepala 
DPMPTSP. 

(2) Untuk layanan perizinan dan non perizinan yang belum 

mempunyai peraturan daerah dan/atau petunjuk 
pelaksanaannya, perangkat daerah terkait sesuai 

dengan tugas dan fungsinya wajib menyelesaikan 
penerbitan aturan dimaksud. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk 
Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 8 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

 

 

 Ditetapkan di Soreang  

pada tanggal 29 Maret 2019 

 

 BUPATI BANDUNG, 

 

ttd 

 

 

DADANG M. NASER 

 

 

Diundangkan di Soreang 

pada tanggal 29 Maret 2019 

 

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG 

 

ttd 

 

TEDDY KUSDIANA 

 

  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 16  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 
Pembina Tk. I 

NIP. 19740717 199803 1 003 
 

 

 


